Menimbang :

Mengingat

SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

a. bahwa Dinas Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang
bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan
Pemerintahan dalam bidang perdagangan dan perindustrian yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Makassar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemexintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tabun 20314 Komor
244,TamhahanlcmhaxanﬂegaraRepuhﬁkfndun&siaNamor5587)
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahmn 2015 tentang Perubahan Kedoa Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerntaban Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republilc Indanesia Nomar 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Talmm 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Regzoa Repoblilk Indonesia Talan 2014
Nomor 292, Tambaban Lembaran Negama Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan. Pemerintah Romor 51 Tahun 1971 teatang Perubahan
Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pengkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 1971 Nomor 65
Tambahan Lembaran Kegara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintsh Nomor 86 Tahnn 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembarmm Negara Republik Indonesia
Tabun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Kegara Republik Indonesia Naomor 5887)
scbagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangiat Dasrat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nommor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabhmm 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaman Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalamn Regeri Nomor 80 Tabum 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Repnblik
Indonesia Talmn 2015 Nomor 2036) sebagaimana telab dimobah
dengan Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahom 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tabhun 2015 tentang Pembentukan Prodok Hokom Daerah (Berita
Negara Repablik Indonesia Tabun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor B Tabun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tabmn 2016 Nomor S);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN.

8AB1
KETENTUAN UMURM

Pasal 1

Dalam Peratiran ini yang dimeaksnd dengan -
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.



3. Walikota adalah Walikota Makassar. )

4. Pemerintah Daerzh adalah Walikota Makassar sebagan unsur penyelengara
pemﬁrhltahandaemhyangmemingﬁnpelaksanaanmsanpemenmahanyang
menjadi kewenangan daerah otonom. ) _

o. DewanlhmakﬂmkakyatDaﬂahyangselmgumyatﬁsnglm!:DPﬂDadalahlﬂmhaga
Perwakilan Rakyat Dacrah yang bededodukan sebagar umsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6.PemngkatDamahadalah1msm'pcmbanhxk:pahdacrahdnnDFRDda]am
penydcanrusanPemcnntahanyangmﬁn}adikewenanganDaemh. .

7. SanmnKeljaPemngkatDmahyangsdmxjumyad:smgkatSKPDadahh- Perangka
DaﬂahKﬂtaMakassarya{:gmcnye!eImerusanPEmammhanDaemh

8. PemcrmbahmDaerahadahhpmdeanmumminmhanolehPcmm‘iintqh
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Togas Pembantuan dengan prnsip
mmlmmmmms@ﬂmmmubﬁkmm@a
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. o

9. Urnsan Pemerintahan adalah kekvasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
menyejahterakan masyarakat. ) ]

10. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjamjian kerja yang bekega pada
Instansi Pemerintah.

11. Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.

12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutisthan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan
bagi setiap warga negara dan pendudok atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

13. Masyarakat adalah seluruh pihak, batk warga negara manpun penduduk sebagai
orang perscorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai

14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar

15. Dinas adalah Dinas Pendidilan Kota Makassar.

16. Kepala Dimnas adalah Kepala Dinas Pendidilean Kota Makassar.

17. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidiican Kota Makassar.

18. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Koia Makassar.

19. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kot Makassar.

20. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Kota Makassar.

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompek Jabatau Fungsional pada Dinas
Pendidikan Kota Makassar yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu
berdasarkan keahlian dan spesialisasmya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
keteninan peraturan perundang-undangan yang berlakn.

22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkar UPT adalah Unit Pelaksana
Teknis pada Dmas Pendidikan Koia Makassar yang melaksanakan kegiatan
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

23.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah, yang selanjutoya
disingkat RKA SKFPD adalah Dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang mclaksanakan fungsi bendabara wmum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

24. Doknimen Pelaksanaan Angparan Satean Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya
disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dolumen yang memmat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKFD yang
melaksanakan fiingsi bendabara nomum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengpuna anggaran.
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25. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instzmsi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
LAKIP adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja
SKPD/Unit Kega yang disusum dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

26. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermitah, vang selanjuimya disingkat
SAKIP, adalah Raogkaian sistematikc dari berbapai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penctapan dan pengekuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemenntah,

27.Rencana Strategis Satuan Kega Perangkat Dacrah yang selanjutniya disingkat
RENSTRA SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

28. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjumya disingkat RENJA
SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahnin.

29. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD
adalah Laporan yang memmat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu} talhnn anggaran.

30. Laporan Keterangan Pertanggungiawaban yang sclanjutnya disingkat LKPJ adalah
laporan yang memuat hasid peoyelengparnan urusan pemedniahan  yang
menyangkut pertanggungiawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah selama 1 {satu) tahun anggaran

31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen perencanaan Daerabh unink pexiode 1 {satu) tabun.

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjuinya disingkat SPP adalah Dolkuunen

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

34. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyclenggaraan
a!rﬁviﬁsorganisasLhagaﬁm:mdankapanhamsdﬂakukan,dimanadanuhhsiapa

35. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin
mn:kda;mtme!ak:@kegiamnusahaperdagangan.

BAB It
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudulkan

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas-
a. Subhagianl’ermcanamdan?clapo :
b. Subbagian Keuangan; dan s
C. SubbagimUmumdanKeWaian,
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Bidang Usaha Perdagangan, terdiri atas:

a. Seksi Pengendalian Usaha dan Tertib Niaga;

b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam
Negeri; dan

c. Seksi Promosi dan Informasi Usaha Perdagangan.

Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, tecdiri atas:

a. Seksi Stabilisasi Harga Baramg Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

D. Seksi Kemeuulogian Loegal; dan

c. Seksi Perlindungan Konsumen.

Bidang Pendataan, Pengendalian Usaba dan Pengembangan Ekspor dan Impor,

terdiri atas:

a. Seksi Fasilitasi Ekspor Impor;

b. Seksi Bina Pelaku Ekspor; dan

c. Seksi Pengembangan Ekspor.

Bidang Perindustrian, terdiri atas:

a. Seksi Program dan Analisis Data Industri;

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Pengendalian Usaha Industri; dan

c. Seksi Informasi, Promosi dan Usaha Induastri.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT.

(2) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusim dalam bentuk bagan yang tercantum dalzn Lampiran sebagai bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Walikota mi.

BAB I
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} angka 1, bertugas
memhantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan
P?rmdustnan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan Kepada Daerah.

{2) Dalam membantu Walkota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

P‘ex:nbantlg.'aan‘1 e mmgaskan pada o . danpadaTUgas
yang Ke Daerah, sebagaimana dimzaksud t
(1), Kepala Dinas mﬂnyelmw frmgsi: e

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan wrasan pemerintahan bidang

3)

b.

C.

d.

e.

f.

perdagangan dan perimdustrian;
pelaksanaan kebijakan I i

disteion: 1] uwmsan pemermtahan bidang perdaganpan dan
pelaksanaan evaliasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan
dan permdustaian; .
pclaksaxmanadmnnstramdmastmsanpememmhanbzdangperdagangandan
perindustrian;
pembinaan, pengoordmasmn, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan
pelakganaanﬁmgm]amyangdiberﬂmnolchwaﬁkotatcrkaitdenganmgasdan

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tugas Kepala Dinas diuraikan sebagai berikut:
a. mernmuskan dan meiaksanakan kebiakan di hidang pendagangan;

b.

merumuskan dan melaksanakan vist dan misi dinas;

S



(1)

Foe

meramuskan dan meogendalikan pelaksanaan program dan  kegiatan
Sekretariat, Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen, Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor
dan Impor dan Bidang Perindustrian;
merummiskan RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA,
DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja Dinas;
mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan LPPD,
LKPJ dan LAKIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang
tugasnya;
merumuskan LAKIP/SAKIP Dinas;
merumuskan SOP dan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Dinas;
mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kspasitas orgamisasi dan
tata laksana;
merumuskan kebijakan usaha perdagangan, standarisasi dan perlindungan
konsumen, pendatean, pengendalian usaba dan pengembangan ekspor dan
melaksanakan kebijalcan usaha perdagangan, standansasi dan perimdungan
konsumen, pendatsan, pengendalian usaha dan pengembangan ekspor dan
imper serta perin ian;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan usaha perdagangan, standarisasi dan
perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian usaha dan pengembangan
ekspor dan impor serta perindustrian;
melaksanakan perencanaan dan pengendabian telmis operasional pengelolaan
keuangan, kepegawaian dan pengurusan Barang Milikk Dacrah yang berada
dalam penguasaannya;
melaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota
sesuai dengan bidang tugasnya;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnyasertammcan alternatif pemecahannya;
mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan permodang-undangan
yang berkaitan dengan lingknp tugasnya sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan tcknis kepada pimpinan;
rfzelaksanakan koordinasi dengen instansi terkait lainnya sesuai dengan
membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
lﬂflj.a bawahan agar SATL - -

o pt:l‘aksan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
melaksanakan pembinaan UPT:
menyampaikan laporan hasil pelaksapaan to kepada ¥ :
Sekretaris Daerah: dan e Waltkota melalui
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal b

Sekretaﬁatseba@imanadimaksuddalam!’asaismt(nangkaz bertugas
mc!aksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinasn dan pelayanan
admmxstramkepadasenmaunito@mmsidxhngﬂmgandmas



3)

(1)

f.

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di fingikkungan Dinas
Perdagangan;

pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perdagangan;
pengelolaan periengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di
lingkungan Dinas Perdagangan;
pengelolaanummﬁparathxpﬂNegamdlhngk:mgaanasPerdagangan,
dan
pdaksanaanﬂmgsi]ainyangdibmikannlchatasanterkaitmgasdanﬁmgsmya.

Berdasarkan tugas dan  fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danr ayat (2),
tugas Sekretariat diuraikan sebagai beriknt:

a.
b.

C.

?5 e

e

ek

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Sekretariat;

melaksanakan penyusunan kebijaken teknis urusan perencanzan dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan,
Subbagian Kenangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

menghimpun dan menyusun bahan RKA/REPA, DPA/DFPA Sekretariat;
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA
Sekretariaf;
menguurdmasikzmsehapbxdangdalampenyummanRENSTRAdanRENJA
Indikator Kinerja Utama, RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Perjanjtan Kinerja,
LAKIP/SAKIP Dinas;

mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan LPPD,
LKPJ dan LAKIP/SAKIP Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang
tugasnya,

mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan SOP dan Standar
Pelayanan Dinas;

mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan
kapasitas organisasi dan tata laksana;

melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokelan di Imgkungan Dinas;
melaksanakan pengelolaan kenangan di lingknmgan Dinas;

melaksanakan pengelolaan perlenghkapan, wrisan tata usaha, romah tangga
dan aset di ingkungan Dinas;

melaksanakan pengelolaan urusan ASN di lingkungan Dinas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan &
Iingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajart, memahanyi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
vang berkaitan dengan lingkup tugasaya sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

melaksanakan pembinaan disiplin ASN di lingkup dinas;

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluast hasil kerja
bawahan agar pelalsanaan tugas dapat berjalan lancar sesnai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;
melaksanalan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)

angka 2 bunaf a, bertugas melakokan penyiapan bahan koordinasi dan

pelaksanaan program dan kegiatan dinas.



2)

(1}

(2)

kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dani Subbagian Perencanaan dan

Pelaporan, diuraikan sebagai berilant-

a. merencanakan, menyusin dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan;

b. menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan
Pclaporan;

c. melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

d. menghimpun bahan dan menyusun RENSTRA dan RENJA, Indikator Kinerja

Utama, RKA/RKPA, DPA /DPPA dan Perjanjian Kinerja Dinas;

menghimpun bahan dan menyusun LAKIP/SAKIP Dinas;

menylapkanhahanpenyusunanLFPD LKPJ dan LAKIP/SAKIP Kota dan segala

bentuk pelaporan lainnya sesunai bidang tugasnya;

g. menghimpun, memaduscrasikan dan menyiapkan bahan RKA/RKPA,
DPA/DPPA dari setiap hidang untuk dikpordinasikan dengan Perangkat Daerah
terkait;

h. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang
sebagai bahan evaluasi;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengmventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecabhannya;

j- mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
vang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

. membagt tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

¥y
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Paragraf 2
Subbagian Keuangan
Pasal 7

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf
b, bertugas melakukan adndnistrasi dan akntansi keuangan.

Dalam melakukan administrasi dan akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tugas dari Subbagian Kevangan, diuraikan schagai berikut:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanalkan program dan kegiatan Subbagian

KRenangan;
b. menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Subbagian Keuangan;
c. melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Keuangan;
d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas
sesuai dengan peraturan perundang-imdangan yang berlaku;
menelmdanmcmvenﬁkasnkelengkapanSPPdandn!mmenpenmmanggaran
lamnnya sesuai dengan ketentuan perataran perundasng-undangan yang
berlalax;
menyiapkan dan menerbitikan SPM lingkup dinas;
menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sespai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengmventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahanmya;
i. mempelajari, memahami dan melaksanakan perathuran perundang-undangan yang

berkaitan dengan hngknp tngastuya sehagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
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k. membag tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawshan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Xepegawaian
Pasal 8

"1} Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
angka 2 huruf ¢, bertugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat
menyurat, urusan rumeh tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi
barang serta administrasi kepegawaian.

[2) Dalam melakukan urasan amum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah
tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Subbagian Umum
dan Kepegawaian, diiraikan sebagai berilkut:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian

Umum dan Kepegawaian;

menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DFPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;

melaksanalan DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;

mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai

dengan tata nasiah dinas yang beriakun;

melaksanakan wrusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;

meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;

membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tabunan barang unit;

menyusun kebutuhan biaya pemehiharaan barang;

melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup

dinas;

melaknkan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang

inventaris Daerah;

melaksanalan tugas kehumasan dan protokoler dinas;

mﬂnghimpunbahandanmenyusunSOPdanStandarPelayananDinas

menylapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan
tata laksana;

mengevaluasi pelaksanaan tugss dan menginventarisasi permasalahan

dilinglaup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan pemndang-undangan yang

berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tagas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi togas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluast hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlalar;

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Perdagangan
Pasal 9

(1) Bldang Usaha Perdagangan scl:mganmma dmnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka
bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumuasan
pelaksanaankebgakan evaluamsertapelapompe]aksanaanpeng\‘mdalmnusaha
dan tertib niaga, pembinaan, pengemabangan usaha dan sarana perdagangan dalam
negeri serta promosi dan informasi usaha perdagangan.
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2} Dalam melaksanalkan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebgakan evaluamsertapelaporanpelaksanaanpengendaﬁanusahadantemb
niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan dalsm negeri
serta promosi dan informasi usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

(3)

ap TP

e.

perencanaan kegiatan operasional di bidang usaha perdagangan;

pelaksanaan kegiatan di bidang nusaha perdagangan;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perdagangan;
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha
perdagangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tugas Bidang Usaha Perdagangan dinraikan sebagai berikut:

a.

b.

C.

=R

® 9
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o

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang
Usaha Perdagangan;
menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Usaha

Perdagangan,

mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelalkcsanaan DPA/DPPA
Bidang Usaha Perdagangan;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian usaba dan tertib
maga,pembmaan,pengembanganusahadansam:naperda@ngandalamnegen
serta promosi dan informasi usaha

menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian
usaha dan tertib niaga, pembinaan, pengembangan wusaha dan sarana
perdagangan dalam negeri serta promosi dan informasi usaha perdagangan;
menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian usaha dan tertib
niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan dalam negeri
serta promosi dan informasi usaba perdagangan;

menyiapkan pembenan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian
usaha dan tertib niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana

menyiapkan pemantapan program i bidang pengendalian usaha dan tcrhb
niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan dalam negeri
serta promeoesi dan informasi usaha perdagangan;

menyiapkan bahan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan;

pembinaan terhadap pengelola sarana disitibusi perdagangan di wilayah kerjanya;
pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
pemeriksaan pemenuhan komitmen pelaksanaan izin nsaha, izin operasional/
izin komersial, dan non perizinan usaha hidang perdagangan;

- pelaksanaan pengembangan produk Iokal, sarana dan iklim usaha, promosi dan

peningkatan akses pasar serta koordinasi penyedizan data dan informasi pelaku
usaha sektor perdagangan (pelalax usaha mikro kecil menengah sekior
perdagangan);

melaksanakan pemantanan, evaliasi dan pelaporan kegiatan di  bidang
pengendalian usaha dan tertib niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan
sarana perdagangan dalam negeri serta promosi dan informasi usaha perdagangan;
melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan rekomendasi
penerbitan izin dan non perizainan usaha perdagangan

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecabannya;

mempelajari, memaham dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlmitan dengan lingkup tngasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

s. membagi tugas, memberi pehunjok, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesum dengan
ketentuan yang berlaky;
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menyampaikan laporan pelaksanasn togas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanalkan tugas kedinasan laxipnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Scksi Pengendalian Usaha dan Tertib Niaga,

Pasal 10

1) Selesi Pengendalian Usaha dan Tertib Niaga sebagaimana dimalksud dalam Pasal 3

ayat (1) angka 3 hunaf a, bertugas melakuban pengompuian data, identifilcasi,

anahms,penpapanbahanpermmsandanpelaksmmankahgakan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan Jegiatan pengendalian vusaba dan tertib niaga.

2} Dalam melakuokan pengompulan data, identifikasi, analisis, penylapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

(1),

tagas dari Seksi Pengendalian Usaba dan Tertib Niaga, diaraikan scbagai

bedkut:

a.

b.

c
d.

El"‘

n.
O

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Secksi
Pengendalian Usaha dan Tertib Niaga;

menyusun bahan RKA /REPA, DPA/DPPA Seksi Pengendalian Usaha dan Tertib
Niaga;

. melaksanakan DPA/DPPA Seksi Pengendalian Usaha dan Teriib Nizga;

menyiapkan bahan dan menganalisa kebutiihan Pengendalian Usaha dan Tertb
Niaga;

perdagangan; -

reknmendasi penerbitan izm dan non perizinan usaba perdagangan;
menyiapkan bahan dan melaknkan pemeriksaan pemennhan komitmen
pelaksanaan izin usaba, izin operasional/ izin koinersial, dan non perizinan
usaha bidang perdagangan;

melakuksn pengendalian dan pembinasn texhadap 1zin usaha, #zin operasional/
izin komersial, dan non pedzinan usaha bidang perdagangan;

melakukan pengelolaan data Pengendalian Usaha dan Tertib Niaga;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencar alternatif pemecabannya;

mempelajan, memahami don melaksanakan peratoran perundang-nndangan
vang berkaitan depgan Iingkup tupgasnya sebagai pedoman  dalam
melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;

membagi tugas, mcmbmpemnjuk,nmnhdanmcngcmluamhasﬂkeqa

menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan, Pengembangan Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 11

(1) Seksi Pembmaan, Pengembanpan Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam Negerd
sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 hurof b, bertugas
melalaikan pengumpulan data, identifikcasi, anafisis, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksengan pembinaan,
pengembangan usaha dan satana perdagangan dalam negeri.

il



(2]Da!ammdaknkanpmgump'u]andam,zdemﬂmm,mahms,pmxympanbahan
perummsan dan pelaksanaan kehijakan, evahiasi serta pelaporan pelaksanaan
pemhinaan, pengembengan usaba dam sarana perdagangan dalam negen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Seksi Pembinaan, Pengembangan
Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam Negeri, dinraikan sebagai berikut:

a.

b.

C.

M ORTME @R o

-

m o

merencanakan, menyusum dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pembinaan, Pengembzmgan Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam Negeri;
menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Pernbinaan, Pengembangan
Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam Negeri;

melaksanakan DPA /DPPA Seksi Pembinaan, Pengembangan Usaha dan Sarana
Perdagangan Dalam Negeri;

melalaikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana
perdagangan;

melakukan pengeadalian dan pembinaan terbadap izin usaba perdagangan
minuman beralkohol gplongan A, B, dan C untuk pengecer dan penjual
langsung mimnnman di tenmpat;

membuat surat keterangan penjualan langsung minurnan berafkohol;
melaknkan pendatean dan  pembinaan terhadap wusaba dan sarana
perdagangan;

melaknkan analtica kebutnhan sarana dan prasarana perdagangan;
melakokan pengendabkan dan pembinaan terhadap tanda daftar gudang;
memhnatsmatlmtm&uganusahawmalaha,

yang bedmitan dengan lngkaop togasnoya schagai pedoman  dalam
melaksanakan tugas;

membagl tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanaan tngas dapat beralan lancar sesnai dengan
ketentuan yang berlalay;

menayampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;
melalsanakan tngas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Promost dan Inforinasi Usaha Perdagangan

Pasal 12

(1) Seksi Promosi dan Informast Usaba Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) angka 3 bhumf c, bertugas melakukan pepgumpunian data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan promosi dan informasi usaha perdagangan.

{2) Dalam melaknkan pepgompulan data, identifikasi, analisis, peanylapan bahan
perumusan dan pelaksanzan kebijakan, evaluasi seria pelaporan pelaksanaan
promosi dan informasi usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tugas dad Seksi Promosi dan Informasi Usaha Perdagangan diwraikan sebagai
bernlkmt-

a.

b.

C.
d.

merencanakan, menyusim dan melakmnalmn program dan kegiatan Seksi
Promosi dan Informasi Usaha

menyuasun babhan RKA/RKPA, DPA/DPPA Scksi Promosi dan Informasi Usaha
Perdagangan;

melaksanakan DPA/DPPA Seksi Promosi dan Informasi Usaha Perdagangan;
menylapikan baban koordinasi dan menyuoson bahan pemmusan kebijakan
promosi dan informasi usaba perdagangan;

melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan
promosi serta pemasaran jasa perdagangan;
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f mengumpulkan dan menganalisa serta menyusun bahan-bahan informasi dan
promosi serta prmasaran jasa perdagangan;

g wmelakukzsn pendataan dan pengumpulan baban-bahan dalam rangka
penyelenggaraan pameran dan promosi perdagangan yang menjadi unggulan
daerah;

h. melakukan penyusunan profil uszha perdagangan;

i. melakukan identifilasi dan menyusun daftar pengusaba kecil, menengah dan
besar unink calon mitra usaha perdagangan dalam rangka kerjasama;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan  menginventarisasi  permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
vang berkaitan dengan lingkup tugasmya scbagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksapzan togas dapat begalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berdako;

n. menyampaikan laporan pelaksanzan tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;

. melakssmakan togas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Pasal 13

o

(1) Bidang Stamdarisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam

()

(3)

Pasal 3 ayat (1} angka 4, bertugas melaksanakan penyiapan keordinasi, fasilitasi
stabilisasi harga barang kebuiuhan pokak dan barang penting, kemetrologian legal
dan perlindungan konsumen_

Dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi peromusan dan pelaksanaan

kebijakan, cvaluoast serta pelaporsm pelaksanaan  stabifisasi harpa barang

Ictatuhan polwk dan barang penting, kemetrologian legal dan perdindungan

konsumen sebagatmana dimaksud pada ayat (1), Bidang Standarisasi dan

Perlmdungan Kopsumen, menyelenggarakan firogsic

a. perencanaan kegiatan operasional di bidang standarisasi dan perlindungan
konsumen;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi dan perfindungan konsumen;

c. pengpordmasian kegiatan di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen;

d. pengendslian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standarisasi dan
periindungan konsumen;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan clch atasan terkait thgas dan fungsinya.

Berdasarkan togas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2},

tugas Budang Standarisast dan Perlindungan Konsumen, dinraikan sebagai berikut:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang
Standarisasi dan Perdindungan Xonstmen;

b. menghimpun dan menyusun baban REKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang
Standanmmdanl’crhndunganl{unsmcn,

c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendaliltan pelaksanaan DPA/DPPA
Bidang Standarisasi dan Perdindungan Konsumen;

d. menyiapkan pelaksapaan koordinasi di bidang stahibisasi harga barang
gﬁmmmknkdanbmangmmmm%nwdmwhndmgan

€. menyiapkan penyusunan bahan perumusam kebijakan di bidang stabilisasi
harge barang kebuinhan pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan
perlindongan konsumen;

13



(1)

2)

f menyiapkan pelaksanosan kebijakan di bidang stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan harang penting, kemetrologian legal dan perlindungan
konsumen; .

g menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi
harga barang kebutuhan pokek dan barang peoting, kemetrologian legal dan
pedindungan konsumen;

h. menyiapkan pemantapan program di bidang stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan barmng penting, kemetrologian legal dan perlindungan
konsumen;

i. melaksangkan pemantapan, evaluasi dan pelaporan kegiaton di bidang
stabilisast harpa barang kebutohan pokok dan barang penting, kemetrologian
legal dan perfindungan konsumen;

j. mengevalhiasi pelaksanaan togas dan menginventarisasi permasalaban di
Jingknp tugasnya serta mencari altematif pemecahannya;

k mempelajari, memabami dan melaksanakan peratnmn perundang-undangan

yang betkaitan dengan liogkup tugasnya secbagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagl togas, memberi petanjuk, menilai dan menpevaluasi hasil kerja

bawahan apar pelaksanaan tougas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berdakuy;

1. menyampatkan laporan pelaksanaan tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;

melaksanakean tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Secksi Stabalisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pasal 14

Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana
dnnaksudda!amPasalSayat(l)anglm4hurufa,herﬂ1@smelakukan

EI“'

e

schagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Seksi Stabilisasi Harpa Barang

Kebutithan Pokok dan Barang Penting, diuraikan sebagai berikouat-

a. merencanakan, menyuasun dan melaksanalan program dan kegiatan Seksi
Stahilisasi Harga Barang Kebuinhan Pokok dan Barang Penting;

b. menyusun baban RKA/REKPA, DPA/DPPA Seksi Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

c. melaksanakan DPA/DPPA Scksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

d. menyiapkan bahan penynsunan rimnmsan dan pelaksanasn kebijakan di bidang
stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

e. melakukan pemantavan distribusi dan ketersediaan barang kebutnhan pokok
dan barang penting;

f. melalmkan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuban
pokok dan barang penting;

g. melakulcan penyedizan data dan mformasi harga dan ketersediaan stok dan
pasokan barang kebutuhan pokek dan barang penting;

h. melakukan pernantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok
dan barang penting;

i menyelengzarakan operasi pasar dan/atsny pasar marah dslam mangka
stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
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(1)

j. melakukan keordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi
pasar dan/atan pasar mrah di wilayah ketjanya;

k. mengevaluasi pelaksapaan tugas dap menginventarisasi  permasalahan
difingkup togasnya serta mencars alterpatif pemecabannya;

1. mempelajari, memabzm dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yvang berkaitan dengan lIngkup tugasnya sebagat pedoman dalam
melaksanakan tngas;

n. membagi tugas, mewberi petonjok, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanaan togas dapat berjalan lancar sesnat dengan
ketentuuan yang berlaka;

. menyampaikan laperan pelaksangan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

p melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Selsi Kemetrologian Legal
Pasal 15

Seksi Kemetrologian Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4
huruf b, beriugas melaimkan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumnsan dan pelaksanaan kebijakcan, evaluasi serta pelaporan pembinaan
dan pengawasan kemeirologian legal.

(2) Dalam melakunkan pengompulan data, identifikasi, analists, penyiapan bahan

(1)

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembinaan dan
pengawasan k::mﬂtmlﬂgtan Ie@l sebagam:ana dimaksud pada ayat (1), tugas dari

b. mmyusmbahanRKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Kemetrologian Legal;

c. melaksanakan DPA/DPPA Seksi Kemetrologian Legal;

d. menyiapkan baban perumusan kebpakan teknis pembinaan kemetrologian
legal;

e. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan tertib ukur,
takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTE);

f melakukan biebingan, pengelolaan dan pettugjuk teknis sarana kemetrologian;

g. melakukan pengawasan kegiatan kemetiologian legal;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilinglonp tipasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

i. mempelajan, memabam: dap melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaltanm dengan hngkop tugasnya sebagai pedoman dalam
melaksanalon tugas;

j- memberilan saran dan pertimbangan tekms kepada atasan;

k. membagi ttugas, memberi petunjuk, menilas dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan togas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlakn;

menyampaikan laporan pelaksanaan tagas dan/atan kegiatan kepada atasan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

r‘

Paragraf 3
Seks: Perlmdungan Konsumen
Pasal 16

Seksi Perlindungan Konsumen sebagaimana dimeksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka
4 horof ¢, bertugas melakulean pengompnlian datn, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan peromusan dan pelaksanzan kebjakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan perlindungan konswmen.
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(2) Dalam melakukan pengumpuian data, jdentifikasi, analisis, penyiapan bahan

b. menyusun bahan RKA/RXPA, DPA/DPPA Seksi Perlindungan Konsumen;

c. melaksanakan DPA/DPPA Seksi Periindungan Konsumen;

d. menyiapkan baban Imordinasi dan menynson bahan perunmmsan kebijakan
perlindunpan konsumen;

¢. melakukan pelayanan adminisirasi dajam kegiatan perlindungan konsumen;

f. melakukan penyusunan baban dan rencana kegiatan perlindungan konsumen;

g. melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);

h. memfasilitasi pelaksanaan peagawasan barang beredar;

i. melakmkan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan
Lembaga Perlindungan Konsueen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

j- melakukan penyuluhan perlindungan konsumen;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari allernatif pemecahannya;

1. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

membagi tugas, memberi petumjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentunan yang bedaku;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

p- melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh atasan.

BB

e

Bagian Kelima
Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan
Pengembangan Ekspor dan Iropor

Pasal 17

(1) Bidang Pendaiaan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, bertugas melaksanakan
penylapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi ekspor impor, bina pelaku ekspor dan
pengembangan elspor.

(2} Dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi ekspor impor, bina
pelaku ekspor dan pengembangan ekspor scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor,
menyelenggaralan fungsi:

a. perencanzan kegiatan operasional di bidang pendataan, pengendalian usaha

dan pengembangan ekspor dan impor;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pengendalian wusaha dan
pengembangan ekspor dan impor;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang pendataan, pengendalian usaha dan
Wekspmdanimpm:

d.pcngendalian,evaluasidanpe!apormllmgiam:{dihidangpcndataan,

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait tugas dan fungsinya.
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(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sehagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2),
tngas Bidang Pendataan, Pengendalian Usaba dan Pengembangan Ekspor dan
Impor, diuraikan sebagai bezikat
a. merencanakan, menynsun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang

Pendataan, Pepgendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor;
b. menghimmpin dan megyusan bahan RKA/REKPA, DPA/DFPPA Bidang Pendataan,
Pm@ndaﬁmUmhademgm}mnganEkspurdanIm;m
c. mengoondinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA
BldangPendataan,P\mgimdahanUsahadanPengembanganEkspordanImpor
d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi ekspor impor, bina
pelakn ekspor dan pengembangan ekspaor;

menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebhakan di bidang fasilitasi

ekspor impaor, bina pelakn ekspor dan pengembangan ekspor;

menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor impor, bina

pelaku ekspor dan pengembangan ekspor;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi

ekspor impor, bina pelaku ekspor dan pengembangan ekspor;

menyiapkan pemantapan program di bidang fasilitasi ekspor impor, bina pelaku

ekspor dan pengembangan ekspor;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang fasilitasi

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di

mempelajaai, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan lingkup tugasnya schagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
memhagltugas,mﬁmhcnpcnm]uk,mcnﬂmdanmengcvaluamhasﬂkena

o

S R o

-

El“

I. menyampmkanlapomnpelaksanaantugasdan/alaukegmtankepadaatasan
melaksanakan tagas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Seksi Fasilitasi Ekspor Impor
Pasal 18

(1) SekmFasihtamEksporIm;xnsebagamanadnnaksuddalamPasalSayat(l)angka
5 lnrruf a, bertngas melaknkan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi ekspor impor.

(2)Dalammdaknkanpcngmnpmandam,1denhﬁkam,anahs:s,pmylapanbahan

e

b. menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Secksi Fasilitasi Ekspor Impor;

c. melaksanakan DPA/DPPA Seksi Fasilitast Ekspor Impor;

d. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

e. melaksanakan pengaturan teknis informasi ekspor dan penerbitan dokumen
eksport/Surat Keterangan Asal (SKA) serta penelusuran asal barang;

f. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanasn pendampingan kepada eksportir
untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala Daerah provinsi (lintas
Dacrah kahupatx:n/lmta)



h.

i
J
k.

[
1

P B

v.
w.

melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perdagangan impor;
mclaksanakanpfngulahandananahmdataperda@rlganmpor

mdaksanalmnpcmhmaandanmahsamunnzkkeglamn promosi dan
kerjasama ekpor-impor;

merencanakan dan mengkoordinir peayelenggaraan pelatihan bagi para calon
cksportir;

melaksanakan identifikasi produk nnggalan kualitas eksport laik promosi dan
kerjasama,;

mengevaluasi pelaksansan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

mempelajasi, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengam linghup tmgasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tagas, memberi petonjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan
agarpelaksanaanm@sdapatbeijalanlancarswuaidm@nkctentuanyang
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/aiau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sekst Bina Pelakn Ekspor

Pasal 19

(1) Sekst Bina Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5
huruf b, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
pengelolaan bina pelaku ekspor.

(2) Dalamm melakukan pengumpu]an data, ldmmﬁkam, analisis, penyiapan bahan

oD o

e e

R

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Bina
Pelakn Ekspor;
menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Bina Pelaku Ekspor;
melaksanakan DPAJDPPA Seksi Bina Pelaku Ekspor;
melaknkan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
melakukan pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan
potensial daerah yang berorientast ekspor;
melakukan repistras: pelaku usaba komodih ekspor;
melalaukan monitoring ity preduk komaediti ekspor;
mengevalnasi  pelaksanzan tugas dan menginventarisasi  permasalahan
dilmglam tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;
mempelajan memahami dan melaksamakan peratnran perundang-undangan yang
berkaitan dengan ingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;
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(1)

2}

1)

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesual dengan
keteninan yang berlaias;

n. menyampaikan laporan pelaksanasn tugas dan/atan kegiatan kepada atasan;

0. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh atasan.

Paragmaf 3
Seksi Pengembangan Ekspor

Pasal 20

Seksi Pengembangan Ekspor sebagaimana dimakstid dalam Pasal 3 ayat (1) angka
5 huruf ¢, bertugas melaknkan pengumpulan data, identiikasi, analisis, penyiapan
bahan peramusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pengembangan ekspor.

Dalam melakukan pengompulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perummsan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan Seksi

Pengembangan Ekspor, duarazkan sebagai berikat-

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pengembangan Ekspor;

b. menyusum babkan RKA/RKPA, DPA/DPPA Secksi Pengemnbangan Ekspor;

c. melaksanalan DPA/DPPA Seksi Pengembangan Ekspor;

d. melakukan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk

T;

e. mengoordinir dan merencanakan penyelenggamaan promosi dagang melahai
pameran dagang nasional maupun intemasional bagi produk ekspor unggulan;

f. mengoordinir dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi dagang lokal
bagt produk ekspor unggulan;

g. mengoordinir pelaksansan pemberian informasi rencana penyelenggaraan
pameran dagang dan persyaratan unink mengikuti pameran melala media
imternet atau media lain;

h. menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan
persyaratan untuk mengikoti pameran melahui media internet atau media lain;

i. mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan produk
ckspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten /kota);

j- mengevaluasi pelalksanaan ftugas dan menginventarisasi permasalaban

dilingkup tugasnya serta, mencari alternatif pemecahannya;

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan lingkup tugasnoya sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

1. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanzaan tugas dapat berjalan lancar sesvai dengan
ketentuan yang berlakuy;

n. menyampaikan laporan pelaksanzan tagas dan/atan kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lamn yang diberikan oleh atasan.

°

Bagian Keenam
Bidang Perindustrian
Pasal 21
Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6,
pelaksanann kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan analisis

data industry, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha industri serta
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Dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluas:sertapelapmanpelaksaxmanmogmmaauanahsmdata
industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaba industri serta
informasi, promosi dan usaha industri scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perindustrian, menyelengpaalmn fungss:
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang perindustrian;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian;
c pengoordinasian kegiatan di bidang perindustrian;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustnian;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2),

(1)

tugas Bidang Perindustrian, diuraitkan sebagai benikut:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanalcan program dan kegiatan Bidang
I‘mm- dllﬁtﬂ-m]-

b. menghimpun dan menyusun bahan REKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang
Perindustrian;

c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA
Bidang Perindustriamn;

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang program dan analisis data
industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha industri serta
informasi, promosi dan usaha indhustr;

e. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebjiakan di bidang program dan
analisis data industr, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha
industn serta informasi, promosi dan usaba mdusiri;

f. menyiapkan pelakssnzan kebiakan di bidang program dan analisis data
industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha industri serta
informasi, promosi dan usaha industri;

g. menyiapkan pembernian birnbingan teknis dan supervisi di bidang program dan
analisis data industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha

h. menyiapkan pemantapan program di bidang program dam analisis data mdustri,
pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha industri serta informasi,
promosi dan usaha indnstri;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang program
dan analisis data industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian
usaha industn serta informasi, promosi dan usaha industri;

j- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecabannya;

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya scbagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberl petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanaan togas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlakoa;

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasaa lainnya yang dibenksm oleh atasan.

[
L]

e

Paragraf 1
Seksi Program dan Analisis Data Induastri

Pasal 22

Seksi Program dan Analisis Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) angka 6 huraf a, bertugas melalmikan penyiapan bahan perumusan,
pelaksanaan dan peogoordinasian kebijaken kebutuban, pembinaan dan
pengembangan program dan analisis data mdustn.
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(2) Dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian

(1)

(2)

kebijakan kebntnhan, pembinaan dan pengembangan program dan analisis data

industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Seksi Program dan

Analisis Data Indusiri, diuraikan sebagai beriknt:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Program dan Analisis Data Industri;

b. menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Program dan Analisis Data

Industri;

melaksanakan DPA/DPPA Seksi Program dan Analisis Data Industry;

menyiapkan bahan/data Infermasi industri;

melakukan penyosunan program penataan strukiur mdustri;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaiten dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

membernikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas, memberni petunjuk, memlai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan togas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

j- menyampaikan laporan pelalksanaan tuogas dan/atau kegiatan kepada atasan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Pengendalian Usaha Industri

Pasal 23

Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Pengendalian Usaha Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf b, bertugas melakukan penyiapan
bahan perammisan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kebutuhan,
pembinazn dan pengembangan sumber daya dan pengendalian nsaha industri.

Dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian

kebjjakan kebutuhan, pembinasn dan pengembangan sumber daya dan

pengendalian usaba industri sehbagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Seksi

Pengembangan Sumber Daya dan Pengendalian Usaha Industri, diuraikan sebagai

berikut:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi
Pengembangan Sumber Daya dan Pengendalian Usaha Industri;

b. menyusun bahan REA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Pengembangan Sumber Daya
dan Pengendalian Usaha Industri;

c. melaksanakan DPA/DPPA Seksi Pengembangan Sumber Daya dan
Pengendalian Usaha Industy;

d. menyiapkan bahan bimbingan telmis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan
dan pengawasan di bidang industri.

e. menyiapkan baban pembinaan, pengendalian dan pengawasan Izin Usaha
Industri (IU]) dan Tanda Daftar Industn (TDI);

f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan penggunaan mesin/ peralatan

di bidang industri;

menyiapkan bahan bimbingan teknis pemilihan bahan baku/bahan penolong

di bidang industri;

h. menyiapkan bahan bimbingan tekmis pengumpulan data, pengolahan, dan
pemantavan di ledang mdustr;

i. menyiapkan bahan bimbingan teknis dalarn rangka peningkatan kapasitas
TPTEK dan sistem produksi;

j- menyiapkan bhaban bimbingan teknis pemantanan dan  koordinasi
penangsulangan pencemaran industri;

k. menyiapkan bahan bimbingan telknis pembinaan dan penerapan standar
industri nasional;

aF I We

e @
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(1)

)

1)

1. menyiapkan dan menynsun kajian hukum terhadap pelanggaran peraturan-
peraturan di bidang perindustrian;
m. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelanggaran hukum

p- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

q. membagi agas, memberi petunjuk, menilar dan mengevalnasi hasil kerja bawaban
agar pelaksanaan togas dapat berjalan lancar sesmai dengan ketentnan yang
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas doan/atau kegiatan kepada atasan;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

n

Paragraf 3
Seksi Informasi, Promosi dan Usaha Industri

Pasal 24

Seksimformasi,PmmosidanUsahaIndushisehagainmnadimaksuddahmPasal
3 ayat (1) angka 6 huruf c, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pelaksanaan dan pengeordinasiar kebijakmn kebutuhan, pembinaan dan

pengembangan informasi, promosi dan usaha industri.

kebijakan kebutuhan, pembinaan dan pengembangan informasi, promosi dan

usaha industri sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), tugas dan Seksi Informasi,

Promosi dan Usaha Industri, diaraikan sebhagai berikut:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegtatan Seksi
Informasi, Promosi dan Usaha Industn;

b. menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Scksi Informasi, Promosi dan Usaha
Industri;

c. melaksanakan DPA /DFPA Seksi Informasi, Promosi dan Usaha Industr;

d. menyiapkan hahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional promosi dan
usaha industri;

e. menyiapkan baban bimbingan teknis dalam  rangka peningkatan,
pengembangan promosi dan wsaha industri;

f menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidang promosi dan usaha industri;

g. mengevaluasi pelaksanaan tagas dan mengmventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari altermatif pemecahannya;

h. mempelajari memabami dan melaksanakan peraturan permmdang-undangan
yangberkartanmdmganlmgkuptugasnyasebagmpedomﬂndalam
melaksanakan tugas;

i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluast hasil kerja

bawahan agar pelaksanasn tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyanmpaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tngas kedinasan Inin yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketimiul
Eelompok Jabatan Fangsional
Pasal 25
Kelompok Jabatan Fugsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka
7, bertugas melakulan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22
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(2) Dalam melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelompok jabatan
fungsional ferdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan masing-masing di
koordinasikan olch scorang tenaga fungsional senior.

(3) Tenaga Fungsional Senior scbagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahaya
ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

(1) Dinas Perdagangan dalam hal ini, dapat membentuk UPT berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlakun.

(2) UPT scbagaimana dimmaksud pada ayat (1), melakukan Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT, setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Gubernur, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABIV
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2,
angka 3, angka 4, angka 35, dan angka 6, masing-masing dipimpin oleh seorang
Sekretaris dan Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Subbagian dan Seksi sechagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} angka 2 hurf
a, huruf b dan huraf ¢, seria angka 3 huruf a, burnf b, dan huruf ¢, angka 4 huruf
a, humaf b, dan huruf ¢, angka 5 huruf a, huruf b, dan huraf ¢ dan angka 6 haraf
a, burof b, dan buruf ¢, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
dan Kepala Scksi, berada di bawah dan bertanggong jawab kepada Sekretaris
dan/atan Kepala Bidang.

Pasal 28

Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris atan salah seorang Kepaila Bidang untuk mewalali.

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpman dan unit kerja dan kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masmg-masing maupun antacr unit kega di hngkungan
dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam kLinglkungan satuan kerja bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada wakivnya.
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar
Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR
TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD
M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 50
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERDAGANGAN

KEPALA DINAS

PEMBINAAN,

— PENGEMBANGAN USHA

DAN SARANA
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI

KEMETROLOGIAN LEGAL

BINA PELAKU EKSPOR

PENGEMBANGAN
SUMEBER DAYA DAN
PENGENDALIAN USAHA
INDUSTRI

PROMOSI DAN

] INFORMASI USAHA

PERDAGANGAN

SEKSI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

uUPT

SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN INFORMASI, PROMOSI
— EKSPOR — DAN USAHA INDUSTRI
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ll SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL [ | ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN HEUANGAN UMUM DAN
PELAPORAN KEPEGAW ALAN
| I [
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
USAHA PERDAGANGAN STANDARISASI DAN PENDATAAN, PERINDUSTRIAN
PERLINDUNGAN PENGENDALIAN USAHA
KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR DAN IMPOR
I | J S
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN USAHA STABILISASI HARGA FASILITASI EEKSPOR PROGRAM DAN ANALISIS
1 DAN TERTIB NIAGA BARANG KEBUTUHAN 1 IMPOR 1 DATA INDUSTRI
POKOK DAN BARANG
PENTING
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

Pi WALI MAKABSAR,

RU JAMALUDDIN




